PEMERINTAH PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU
NOMOR : 09 TAHUN 2011

TENTANG

PROGRAM WAJIB BELAJAR 12 (DUA BELAS) TAHUN
DI PROVINSI MALUKU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR MALUKU,

Menimbang : a. bahwa pendidikan merupakan upaya mencerdaskan
dan meningkatkan  kualitas manusia, yang
merupakan hak warga negara dan menjadi tanggung
jawab bersama pemerintah, masyarakat dan
keluarga;

b. bahwa pendidikan merupakan hak dari setiap
warganegara yang harus dilaksanakan secara
merata melalui suatu sistem yang terintegrasi;

c. bahwa sistem pendidikan nasional harus menjamin
pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan
yang murah, peningkatan mutu serta relevansi
dalam menjawab tuntutan perubahan kehidupan
lokal, nasional, dan global;

d. bahwa waijib belajar 9 (sembilan) tahun di provinsi
Maluku telah mencapai Standar Pelayanan Minimal
(SPM), maka perlu ditingkatkan menjadi program
wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
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Mengingat

bahwa untuk meningkatkan taraf pendidikan rakyat
Indonesia di Provinsi Maluku perlu memperpanjang
masa Waijib Belajar sampai dengan 12 (dua belas)
tahun, jenjang pendidikan menengah atau yang
sederajat;

bahwa pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)
dapat memberi kontribusi positif  kepada
meningkatnya angka Indeks Pembangunan Manusia
(IPM);

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, huruf b, huruf ¢, huruf d, huruf e
dan huruf f, perlu menetapkan Peraturan Daerah
Provinsi Maluku tentang Wajib Belajar 12 (Dua
Belas) Tahun di Provinsi Maluku.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22
Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah
Swatantra Tingkat | Maluku (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 79,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1617);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4398);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
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10.

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990
tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3412);

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990
tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3413);

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang

Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3460;

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991
tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3461;
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11.

12.

13.

14.

15.

16

17.

18.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992
tentang Tenaga Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3484;

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992
tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3485;

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005
tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 161;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan
Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) Tahun 2004-2009;

. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008

tentang Waijib Belajar (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863;

Peraturan Pemerintah  Nomor 48 Tahun 2008
tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4864,

Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 03
Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan
Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Maluku.

122



Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI MALUKU
dan
GUBERNUR MALUKU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU TENTANG

WAJIB BELAJAR 12 (DUA BELAS) TAHUN.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

1.
2.

3.
4.
5

10.

Daerah adalah Daerah Provinsi Maluku;

Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;

Gubernur adalah Gubernur Provinsi Maluku;

DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku;
Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut pemerintah kabupaten/kota
adalah unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten/kota yang terdiri
atas Bupati/Walikota dan perangkat daerah kabupaten/kota;

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mengembangkan
potensi peserta didik secara utuh dan terintegrasi yang meliputi ranah
kognitif, afektif, dan psikomotorik;

Peserta didik adalah individu yang mengembangkan potensi diri melalui
proses pembelajaran pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu;
Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru,
dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator,
dan atau sebutan lainnya. yang sesuai dengan kekhususannya, serta
berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan;

Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan
diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan;

Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan
berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan
dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan;
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